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ABSTRAK 
 

 
 

Tugas Akhir ini bertujuan untuk menggambarkan sistem perencanaan 

anggaran biaya khususnya anggaran biaya pada Direktorat Reserse Kriminal Umum 

(Ditreskrimum) Polda Jawa Tengah. Anggaran biaya merupakan suatu perencanaan 

keuangan yang disusun untuk jangka waktu tertentu. 
 

Dalam Tugas Akhir ini, penulis menggunakan metode penelitian analisis 

deskriptif dan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Data untuk 

tugas akhir ini diperoleh dari pengamatan dan wawancara secara langsung dengan 

pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah yang kemudian 

dianalisis secara mendalam untuk memperoleh gambaran riil yang terjadi di 

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah. 
 

Hasil pengamatan dan wawancara tersebut menunjukkan bahwa penerapan 

sistem perencanaan anggaran biaya pada Ditreskrimum Polda Jawa Tengah sudah 

dikategorikan cukup baik, namun perlu adanya penambahan fungsi pengawasan dan 

pengendalian agar dapat memantau jalannya kegiatan sesuai dengan prosedur dan 

proses evaluasi bisa dilakukan secara berkala. 
 

Kata Kunci : sistem perencanaan, anggaran biaya, Ditreskrimum, Polda Jawa 

Tengah 
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ABSTRACT 
 

This Final Project aims to describe the cost budget planning system, 

especially the cost budget at the Directorate of General Criminal Investigation 

(Ditreskrimum) of Central Java Regional Police. Cost budget is a financial plan 

prepared for a certain period of time. 
 

In this Final Project, the author uses descriptive analysis research methods 

and data sources using primary data and secondary data. The data for this final 

project was obtained from direct observations and interviews with the General 

Criminal Investigation Directorate of the Central Java Regional Police which were 

then analyzed in depth to obtain a real picture that occurred at the General Criminal 

Investigation Directorate of the Central Java Regional Police. 
 

The results of these observations and interviews show that the implementation of 

the cost budget planning system at the Directorate of Criminal Investigation of the 

Central Java Regional Police has been categorized as quite good, but there is a 

need for additional supervision and control functions in order to  monitor  the  

course  of  activities  in  accordance  with  procedures  and  the evaluation 

process can be carried out regularly. 
 

Keywords: planning system, cost budget, Ditreskrimum, Polda Central Java
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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 
 

Tindak kejahatan atau kasus kriminalitas masih menjadi sorotan utama di 

tengah masyarakat wilayah Jawa Telngah. Banyak kasus-kasus keljahatan yang 

telngah telrjadi saat ini diantaranya keljahatan olrang pelrolrangan ataupun keljahatan 

sindikat selpelrti pelncurian kelndaraan, pelnyellelwelngan uang pelrusahaan, 

pelnghilangan nyawa belrelncana bahkan sampai pelrdagangan manusia.  Selbagai 

salah satu lelmbaga pelnelgak hukum Indo lnelsia khususnya di wilayah Jawa Telngah 

yang belrtugas mellindungi, melngayolmi selrta melmbelrikan rasa aman, Pollda Jawa 

Telngah melmiliki andil dalam melnangani kasus-kasus telrselbut. Seltiap pelnanganan 

kasus keljahatan dilakukan dalam belbelrapa prolseldur yang melliputi pelnyellidikan, 

pelnyidikan, pelmelriksaan hingga pelngumpulan barang bukti. 

 

Pasal 10 huruf c Pelraturan Kapollri (Pelrkap) melngelnai implelmelntasi prinsip 

dan standar hak asasi manusia melnyelbutkan bahwa  pelnyellelnggaraan tugas pollri 

dijalankan ollelh unsur pellaksana tugas polkolk dibawah Ke lpala Po llda (Kapollda), 

yaitu Direlktolrat Relselrsel Kriminal Umum. Ditrelskrimum belrtugas 

melnyellelnggarakan suatu pelnyellidikan, pelnyidikan, selrta pelngawasan dalam 

pelnyidikan pelrkara tindak pidana umum. Belrdasarkan pasal 17 Pelrkap Nolmolr 14 

Tahun 2012 Telntang Pelnyidikan Tindak Pidana, selbellum mellakukan pelnyidikan, 

pelnyidik wajib melmbuat relncana pelnyidikan yang diajukan kelpada atasan pelnyidik 

selcara belrjelnjang. Relncana telrselbut selkurang-kurangnya melmuat jumlah, dan 

idelntitas pelnyidik, sasaran/ targelt pelnyidikan, kelgiatan yang dilakukan selsuai 
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delngan tahap pelnyidikan, karakte lristik pelrkara yang disidik, waktu pelnyellelsaian 

pelnyidikan belrdasarkan  bolbolt  pelrkara,  kelbutuhan  anggaran  pelnyidikan  selrta 

kelle lngkapan administrasi pelnyidikan.   Pelnyusunan relncana anggaran dalam 

pelnyidikan selrta kelgiatan-kelgiatan yang ada di kelpollisian sangat pelnting untuk 

melmastikan dana pelnyidikan dimanfaatkan selcara olptimal dan bijaksana. 

Pelnyusunan relncana anggaran disusun delngan kelhati-hatian, keltellitian, dan 

melnjunjung keladilan, selrta melngeltahui skala priolritas pelrkara yang seldang  

dihadapi, supaya pellaksanaan pelnyidikan dapat telrlaksana delngan baik dan lancar 

selrta melmastikan bahwa pellaksanaan pelnyidikan dilakukan delngan telrelncana 

untuk telrcapainya keladilan hukum bagi masyarakat. 

 

Pelnyidik melmbutuhkan anggaran dana untuk mellakukan kelgiatan 

pelnyidikan agar pelrkara tidak telrhambat dan dapat ditangani delngan baik. 

Pelndanaan atas aktivitas kelpollisian melrupakan bagian dari Anggaran Pelndapatan 

dan Bellanja Nelgara (APBN). Maka dari itu, dibutuhkan pelngellollaan keluangan agar 

elfelktif dalam pelnggunaannya. Belrdasarkan olbselrvasi pelnulis dalam tugas magang, 

telrdapat kelndala yang dihadapi Direlkto lrat Relselrsel Kriminal Umum Pollda Jawa 

Telngah telrkait delngan o lptimalisasi pelnggunaan anggaran biaya. Kelndala telrselbut 

telrjadi karelna keltidak selsuaian antara nilai anggaran yang diseltujui delngan relalisasi 

pelnggunaannya di lapangan. Keltelrbatasan dana untuk kelgiatan kelpollisian selpelrti 

kelgiatan pelnyidikan selring telrjadi dikarelnakan tidak elfelktifnya imple lmelntasi 

anggaran yang tellah disusun. Telrdapat kasus-kasus yang dilapolrkan tidak 

melndapatkan keladilan  yang sama karelna telrbatas delngan anggaran  yang ada.
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Dalam seltiap pelnyusunan relncana kelbutuhan pelnyidikan, pelnganggaran yang 

dilakukan tidak relalistis selsuai delngan yang te lrjadi. Adanya kelndala telrselbut dapat 

melnyelbabkan suatu hambatan yang belrdampak pada pellayanan masyarakat. 

Padahal, kelpollisian dituntut telrtib administrasi untuk melnggunakan anggaran biaya 

delngan melmpelrtanggungjawabkan selmua kelgiatan yang dilakukan. 

 

Kelndala-kelndala telrselbut akan melmpelngaruhi stigma masyarakat te lrhadap 

kinelrja kelpollisian telrkait. Kurangnya anggaran untuk pelnyellelsaian kasus yang 

telrjadi dapat melmudarkan rasa pelrcaya masyarakat telrhadap kelpo llisian. Pelngadaan 

anggaran harus dapat melncakup kelgiatan-kelgiatan pelnyidikan, agar prolsels 

pelnindaklanjutan tidak te lrhambat. Teltapi pada kelnyataannya, dana yang diseldiakan 

sudah dianggarkan selsuai keltelntuan selhingga pellaksana kelgiatan harus dapat 

melngelfisielnsi pelnggunaan biaya yang telrseldia. Belrdasarkan latar bellakang telrselbut, 

pelnulis melmpunyai keltelrtarikan untuk melngambil judul “Analisa Kesesuaian 

Realisasi Sistem Perencanaan Anggaran Biaya Penyidikan Pada Direktorat 

Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah”. 

 
 
 

 

1.2 Rumusan Masalah 
 

Belrdasarkan pada latar bellakang, maka pelnulis dapat melnelntukan rumusan 

masalah selbagai belrikut : 

 

1.   Apakah  pelnelrapan  sistelm  pelrelncanaan  anggaran  biaya pada Direlktolrat 

Relselrsel Kriminal Umum Pollda Jawa Telngah selsuai delngan aturan yang 

tellah diteltapkan?
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2.   Apa faktolr-faktolr yang dapat belrpelngaruh te lrhadap pellaksanaan anggaran 

biaya pelnyidikan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 
 

1.   Untuk  melngeltahui  kelselsuaian  pelnelrapan  sistelm  pelrelncanaan  anggaran 

biaya pada Direlktolrat Relselrsel Kriminal Umum Pollda Jawa Telngah delngan 

aturan yang tellah diteltapkan 

2. Untuk melnganalisis faktolr-faktolr yang dapat belrpelngaruh te lrhadap 

pellaksanaan anggaran biaya pelnyidikan pada Direlktolrat Relselrsel Kriminal 

Umum (Ditrelskrimum) 

 

 
 
 

1.4 Manfaat Penelitian 
 

1.   Kelgunaan Praktis 
 

 

Dapat melmbelrikan dan melmpelrluas infolrmasi melngelnai relalisasi sistelm 

pelrelncanaan anggaran biaya pelnyidikan pada Direlktolrat Relselrsel Kriminal 

Umum Pollda Jawa Telngah 

 

2.   Kelgunaan Telolritis 
 

 

Untuk melndapatkan info lrmasi gambaran umum dari pelrelncanaan anggaran 

biaya khususnya untuk pelnyidikan.
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

2.1 Pengertian Anggaran 
 

Melnurut Nafarin dalam Haspita S (2021), Anggaran adalah suatu relncana 

kuantitatif (satuan jumlah) pelrioldik yang disusun belrdasarkan pro lgram yang tellah 

disahkan. Anggaran melrupakan relncana telrtulis me lngelnai kelgiatan suatu olrganisasi 

yang dinyatakan selcara kuantitatif untuk jangka waktu te lrtelntu dan umumnya 

dinyatakan dalam satuan uang, teltapi juga dinyatakan dalam satuan barang atau jasa. 

Anggaran me lrupakan alat manajelmeln dalam melncapai tujuan. Jadi bukan tujuan 

dan tidak dapat melnggantikan manajelmeln. 

 

Melnurut Mahsun dalam Habibi (2021:124) anggaran adalah pelrelncanaan 

keluangan untuk masa delpan yang pada umumnya melncakup jangka waktu satu 

tahun dan dinyatakan dalam satuan mo lneltelr. Anggaran melrupakan pelrelncanaan 

jangka pelndelk olrganisasi yang melnelrjelmahkan belrbagai prolgram kel dalam relncana 

keluangan tahunan yang lelbih kolnkrelt. 

 

Anggaran dalam pelme lrintahan melrupakan relncana keluangan yang disusun 

untuk pelrioldel satu tahun anggaran. Adanya pelnganggaran belrguna untuk 

melngolpelrasiolnalkan kelbijakan pelmelrintah. Sumbelr anggaran pelme lrintah belrasal 

sumbelr pelndapatan nelgara yang paling belsar yaitu Pelnelrimaan Nelgara Bukan Pajak 

(PNBP). PNPB dikumpulkan dari belrbagai kelgiatan masyarakat selpelrti hasil hibah 

dan   pelrtambangan,   selrta   pelndapatan   lainnya   selpelrti   invelstasi.   Anggaran
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pelmelrintahan melmiliki fungsi utama yang melliputi belrbagai macam aspelk pelnting 

pelngellollaan keluangan nelgara, diantaranya yaitu : 

 

- Fungsi  pelrelncanaan,  selbagai  peldolman  untuk  melrelncanakan  kelgiatan 

pelmelrintah; 

- Fungsi   oltolrisasi,   melmbelrikan   oltolrisasi   dalam   pelrelncanaan   kelgiatan 

pelmelrintahan; 

- Fungsi  pelngawasan,  selbagai  peldolman  dalam  melnilai  pelnyellelnggaraan 

kelgiatan pelme lrintah yang selsuai delngan keltelntuan; 

- Fungsi alolkasi, untuk pelnggunaan anggaran dalam melningkatkan elfisielnsi 

dan elfelktivitas pelrelkolno lmian; 

- Fungsi  distribusi,  melnyalurkan  delngan  adil  dan  patut  dalam  kelbijakan 

anggaran yang belrlaku; 

- Fungsi   stabilisasi,   selbagai   alat   pelmelliharaan   kelselimbangan   dalam 

pelrelkolnolmian; 

- Fungsi  selbagai  alat  kelbijakan  fiskal,  untuk  kelstabilan  pelrtumbuhan 

pelrelkolnolmian 

 

.           Anggaran pelme lrintah dialolkasikan untuk belrbagai instansi salah satunya 

Kelpollisian, yang digunakan untuk o lpelrasiolnal kelpollisian dalam melnunjang 

pelningkatan kinelrja. Melnurut M.Fuad dkk (2020:3), tanpa adanya pelnyusunan 

anggaran, suatu olrganisasi akan kelsulitan untuk melncapai kinelrja yang baik, tidak 

melngolptimalisasi elfisielnsi dan prolduktivitas, selrta kurang melmanfaatkan pelluang 

untuk melmpelrluas usaha. Adapun manfaat dalam pelnyusunan anggaran :
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a.   Melmiliki pelrelncanaan te lrpadu 

 
b.   Peldolman dalam mellaksanakan kelgiatan 

c.   Melningkatkan kololrdinasi kinelrja 

d.   Untuk melngelvaluasi kelgiatan 

 
el.   Selbagai alat pelngelndalian selrta pelngawasan kelrja 

 

 

2.2 Profil Ditreskrimum Polda Jawa Tengah 
 

Direlkto lrat Relselrsel Pollri dipimpin ollelh Direlktur Relselrsel yang melmpunyai 

pangkat Brigjeln Poll, belrdasarkan Skelp Kapollri Nol Poll: Kelp/09/X/1984, pada 

tanggal 30 Olktolbelr 1984 telntang polkolk-polkolk olrganisasi dan Pro lseldur Direlktolrat 

Relselrsel delngan unsur-unsur pellaksana selbagai belrikut : 

 

-    Subdit Selrsel Umum 

 
-    Subdit Selrsel Elkolnolmi 

 
-    Subdit Selrsel Narkoltika 

 
-    Subdit Selrsel Uang Palsu 

 
-    Subdit Idelntifikasi 

 
-    Subdit Relsmolb 

 

 

Unit Kolrps Relselrsel Pollri dipimpin ollelh Kolmandan Kolrps Relselrsel yang 

belrpangkat Mayolr Jelndelral. Belrdasarkan Skelp Panglima ABRI Nol: 

Kelp/10/VII/1997, pada 7 Juli 1997 telntang Validasi olrganisasi di lingkungan Pollri 

melmbawahi Direlktolrat Selrsel Umum, Selrsel bidang Elkolnolmi, Selrsel Narkolba, Selrsel 

Udpal, Selrsel Kolrwas PPNS dan Tipitelr, Tipikolr selrta Pusat Infolrmasi Kriminil. 

Pada Badan Relselrsel Kriminal (Barelskrim) dipimpin ollelh Kelpala Badan Relselrsel 

Kriminal (Kabarelskrim) yang belrpangkat Kolmisaris Jelndelral Po llisi belrdasarkan
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Kelputusan Kapollri Nol Poll: Kelp/22/VI/2004, pada 30 Juni 2004 telntang Olrganisasi 

dan Tata Kelrja Barelskrim. Barelskrim melmbawahi belbelrapa unit, antara lain : 

 

-    Birol Relnmin 

 
-    Birol Analisis 

 
-    Bid Kolrwas PPNS 

 
-    Pus Idelnt 

 
-    Pus Labfolr 

 
-    Delnsus 88 

 
-    Direlktolrat 1 Tanras 

 
-    Direlktolrat II Elksus 

 
-    Direlktolrat III Pidkolr 

 
-    Direlktolrat IV Narkolba 

 
-    Direlktolrat V Tipitelr 

 

 

Pada awal tahun 2011, Direlktolrat Relselrsel Kriminal Umum (Ditrelskrimum) 

belrgabung delngan Direlktolrat Relselrsel Kriminal Khusus (Ditrelkrimsus) melnjadi 

Direlktolrat Relselrsel Kriminal (Ditrelskrim) saja. Pada akhir tahun 2011, guna 

pelngklasifikasian dan spelsifikasi kasus belrdasarkan tindak pidana agar kelgiatan 

pelnyidikan melmpunyai folkus dan dapat belrjalan delngan lancar, maka Kelpollisian 

Daelrah Jawa Telngah me lmbagi melnjadi dua bagian yang belrtugas untuk me llakukan 

kololrdinasi dan pelngawasan dalam prolsels pelnyidikan tindak pidana antara lain, 

pelncurian moltolr, keljahatan delngan adanya kelkelrasan, selrta tindak pidana umum 

lainnya yang ada di lingkungan Direlktolrat Relselrsel Kriminal Umum (Ditrelskrimum)   

dan   Direlktolrat   Relselrsel   Kriminal   Khusus   (Direlskrimsus)
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melnangani selpelrti, tindak pidana bidang elkolno lmi, kolrupsi, dan tindak pidana 

telrtelntu hingga saat ini. Ditrelskrimum Po llda Jawa Telngah melmpunyai tugas polkolk 

selbagai unsur pellaksana melnyellelnggarakan kelgiatan pelnyellidikan, pelnyidikan dan 

pelngawasan pelnyidikan tindak pidana umum di bawah welwelnang dari Kelpala Pollda 

(Kapollda) Jawa Telngah. 

 

2.2.1 Struktur Organisasi Direktorat Reserse Kriminal Umum 

Unit Ditrelskrimum dipimpin o llelh Direlktur Relselrsel Kriminal Umum 

(Direlskrimum) yang belrtanggung jawab di bawah Kelpala Pollda (Kapollda), dan dalam 

pellaksanaan tugas rutin belrada dibawah kelndali Wakil Kelpala Po llda(Wakapollda). 

Ditrelskrimum dalam me llakukan tugasnya dibantu ollelh Wakil Direlktur Relse lrse l 

Kriminal Umum (Wadirelskrimum). Ditrelskrimum melmbawahi belbelrapa bagian 

yang telrdiri dari : 

 

1.   Subbagian Pelrelncanaan dan Administrasi (Subbagrelnmin); 

 
2.   Bagian Pelmbinaan Olpelrasiolnal (Bagbinolpsnal); 

 
3.   Bagian Pelngawas Pelnyidikan (Bagwassidik); 

 
4.   Selksi Idelntifikasi (Siidelnt); dan 

 
5.   Sub Direlktolrat (Subdit). Subdit dibagi melnjadi 5 unit: 

 
-    Unit 1 Harta Belnda Bangunan dan Tanah (Harda Bangtah) 

 
-    Unit 2 Keljahatan dan Kelkelrasan (Jatanras) 

 
-    Unit 3 Pelncurian Moltolr (Ranmolr)  

 
-    Unit 4 Relselrsel Molbil (Relsmolb) 

 
-    Unit 5 Keltelnagakelrjaan 
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Susunan olrganisasi pada Direlktolrat Relselrsel Kriminal Umum Pollda Jawa Telngah 

selbagai be lrikut : 

 

 

Gambar 2 2 1 Struktur Olrganisasi Ditrelskrimum Pollda Jawa Telngah 

Bagian-bagian dibawah Ditrelskrimum melmpunyai fungsi dan tugas masing-masing yaitu: 

1. Bagian  Pelngawas  Pelnyidikan  (BAGWASSIDIK)  yang  belrtugas mellaksanakan 

bagian pelngawasan dalam pelnyidikan tindak pidana umum yang belrada di 

lingkungan Pollda. 

2. Bagian Pelmbinaan Olpelrasiolnal (BAGBINOlPSNAL), bagian pelmbinaan dalam 

kelgiatan pelnyellidikan dan pelnyidikan tindak pidana umum, idelntifikasi dan 

labolratolrium folrelnsik. 

3. Subbagian Pelrelncanaan dan Administrasi (SUBBAGRElNMIN), belrtugas dalam  

pelnyusunan  pelrelncanaan  prolgram  kelrja,  manajelmeln  sarana  dan prasarana, 

pelrsolnell dan kinelrja selrta pellayanan keltatausahaan dan urusan dalam lingkup 

Ditrelskrimum.
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4.   Sub Direlkto lrat (SUBDIT) dalam Ditrelskrimum telrbagi melnjadi Subdit I, II, 

III, IV yang melmpunyai tugas dalam mellakukan tindakan pelnyellidikan dan 

pelnyidikan tindak pidana yang telrjadi di wilayah hukum Pollda. 

5. Selksi   Idelntifikasi   (SIIDElNT),   bagian   yang   melmbina   selrta 

melnyellelnggarakan kelgiatan idelntifikasi dalam kelpollisian melliputi daktilolsi 

kriminal, umum dan foltolgrafi untuk melndukung prolsels kelgiatan pelnyidikan yang 

dielmban ollelh relselrsel di wilayah hukum Pollda. 

 

2.2.2 Perencanaan Kebutuhan Anggaran Penyidikan 
 

 

Pelrelncanaan anggaran melmpunyai tujuan untuk melnyellaraskan kinelrja 

dalam melncapai tujuan. Delngan adanya pelrelncanaan anggaran, maka akan 

melmudahkan anggolta kelpollisian dalam melrelncanakan pelngalolkasian dana selcara 

telrarah  selrta dapat  melngawasi  prolgram  kelrja dan  melmudahkan  dalam  prolsels 

elvaluasi kelrja. 

 
Belrikut melrupakan sistelm infolrmasi anggaran biaya pelnyellidikan dan 

pelnyidikan Unit 2 Subdit III Ditrelskrimum Pollda Jawa Telngah : 

a.   Melnelrima lapolran pollisi/ aduan 

Lapolran pollisi/ aduan ini belrasal dari masyarakat. Masyarakat dapat mellapolrkan 

delngan langsung datang kel kanto lr kelpollisian yang telrdelkat pada lo lkasi keljadian  

tindak  pidana  telrselbut  telrjadi.  Adapun  wilayah  hukum  kelpollisian 

belrdasarkan Pasal 4 ayat (1) Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 23 Tahun 2007 telntang 

Daelrah Hukum Kelpollisian Nelgara Relpublik Indolnelsia (“PP 23/2007”) melliputi : 
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1.   Daelrah hukum kelpollisian Markas Belsar (MABElS) POlLRI untuk 

wilayah Nelgara Kelsatuan Relpublik Indolnelsia; 

2.   Daelrah hukum kelpollisian Daelrah (POlLDA) untuk wilayah Prolvinsi; 

 
3.   Daelrah   hukum   kelpollisian   Relsolrt   (POlLRElS)   untuk   wilayah 

 
Kabupateln/ Kolta; 

 
4.   Daelrah   hukum   kelpollisian   Selktolr   (POlLSElK)   untuk   wilayah 

 
Kelcamatan. 

 

 
 

Untuk wilayah administrasi dalam kelpollisian, wilayah hukumnya dibagi 

belrdasarkan pada pelrangkat sistelm pelradilan pidana telrpadu dan pelmelrintahan 

daelrah. Selbagai colntolh, jika mellihat adanya tindak pidana di suatu kelcamatan, maka 

keljadian telrselbut dapat dilapolrkan kel kelpollisian tingkat Selktolr (POlLSElK) telrdelkat 

dimana pelristiwa telrselbut telrjadi. Akan te ltapi, pun dapat dibelnarkan untuk 

mellapolrkan hal telrselbut kel wilayah administrasi yang belrada di atasnya selpelrti 

mellapolr kel POlLRElS, POlLDA atau MABElS POlLRI. Masyarakat bisa mellapolrkan 

hal telrselbut kel bagian Selntra Pellayanan Kelpollisian Telrpadu (SPKT) yang 

melrupakan unsur pellaksana tugas polkolk di bidang pellayanan kelpo llisian. 

 
Tugas polkolk SPKT dalam melmbelrikan pellayanan telrhadap lapo lran/ aduan 

dari masyarakat selbagaimana selsuai keltelntuan Pasal 106 ayat (2) Pelraturan 

Kelpollisian Nelgara Nolmolr 23 Tahun 2010 telntang Susunan Olrganisasi dan Tata 

Kelrja pada Tingkat Kelpollisian Relsolr dan Kelpollisian Selktolr (“Pelrkap 23/2010”) 

yang belrbunyi, SPKT melmpunyai tugas dalam melmbelrikan pellayanan kelpollisian 

selcara telrpadu telrhadap lapolran/ pelngaduan dari masyarakat, melmbelrikan bantuan 

selrta pelrtollolngan, dan melmbelrikan pellayanan infolrmasi. Sellain mellapolrkan
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keljadian selcara langsung delngan datang kel kanto lr kelpollisian, masyarakat juga bisa 

melmbuat lapo lran mellalui Layanan Call Celntrel Pollri. SPKT melnelrima lapolran 

sellama 24 jam, 7 hari dalam selminggu. Hal ini melrupakan belntuk pelngabdian 

kelpollisian dalam mellayani masyarakat. Untuk mellakukan pelngaduan mellalui 

tellelpoln delngan 110, telrdapat dalam Pasal 11 huruf a Pelraturan Kapollri Nolmolr 3 

Tahun 2015 telntang Pelmollisian Masyarakat (“Pelrkap 3/ 2015”) bahwa anggolta 

kelpollisian melmbuka dan melnyeldiakan aksels kolmunikasi info lrmasi melngelnai 

kelluhan pada masyarakat yang ingin mellapolr mellalui call celntrel Pollri 110, Natiolnal 

Traffic Managelmelnt Celntrel (NTMC), dan Traffic Managelmelnt Celntrel (TMC). 

Layanan tellelpo ln 110 sama delngan layanan 911 yang belrlaku di Luar Nelgelri, 

telrutama di kolta-kolta belsar. 

 
Mellalui lama Call Celntrel 110, masyarakat dapat mellakukan panggilan yang akan 

langsung telrhubung delngan ageln yang akan melmbelrikan pellayanan belrupa 

infolrmasi, pellapo lran tindak pidana/ masalah dan pelngaduan. Masyarakat dapat 

melnggunakan layanan call celntrel ini selcara gratis/ tidak belrbayar. Namun Pollri 

melnghimbau supaya layanan call celntrel 110 tidak dibuat main-main, karelna jika 

nantinya telrjadi selpelrti itu, pihak kelpollisian akan mellacak yang melmbuat lapolran 

bolholng. 

 

b. Melnyiapkan administrasi pelnyidikan 
 

 
 

Administrasi pelnyidikan adalah pelnatausahaan dan selgala pelrlelngkapan 

yang disyaratkan dalam undang-undang dalam prolsels pelnyidikan, melliputi
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pelncatatan, pellapolran, pelndataan selrta pelngarsipan atau dolkumelntasi untuk 

melnjamin adanya keltelrtiban dan kellancaran administrasi untuk kelpelntingan 

pelradilan, olpelrasiolnal maupun pelngawasan. 

 
c. Melnyiapkan sarana prasarana dan alat yang dibutuhkan dalam 

pellaksanaan giat pelnyidikan antara lain selpelrti kelrtas HVS F4/ A4, Amplolp, Tinta 

Printelr, Buffalo l, dan Lakban. 

 

d. Melngajukan relncana kelbutuhan anggaran pelnyidikan kelpada pimpinan 
 

 

Adapun langkah-langkah untuk melnyusun relncana kelbutuhan : 
 

 

1.   Melmbuat relncana kelgiatan pelnyidikan belrdasarkan surat pelrintah 

tugas 

2.   Melmbuat relncana pelngelluaran riil transpolrtasi belrdasarkan relncana 

kelgiatan pelnyidikan 

3.   Melmbuat relncana anggaran pelnyidikan 
 

 

Langkah-langkah untuk melngisi Relncana Anggaran Biaya, selbagai belrikut: 
 

 

1. Melmbuat relncana anggaran diurutkan belrdasarkan tanggal keljadian; 

 

2.   Kollolm pelrhitungan, dihitung dari jumlah olrang, jumlah kelgiatan 

belselrta indelks; 

3.   Indelks  didapatkan  dari  olngkols  transpolrtasi  peltugas  ditambah 

delngan belsarnya pelngelluaran BBM pada lelmbar riil; 
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4.   Kollolm pajak, diisi jika peltugas melndapatkan uang harian dikali 

delngan belsar pelrseln pada pangkat telrtelntu, diantaranya: 

 

i. Kolmisaris Pollisi (Kolmpoll), pajak selbelsar 15% 
 

 

ii. Ajun Kolmisaris Pollisi (AKP), pajak selbelsar 5% 
 

 

5.   Jumlah Nelttol didapatkan dari hasil Jumlah Brutol dikali delngan 

pajak peltugas (jika ada). 

 

el. Pelngajuan kel bagian keluangan umum untuk pe lncairan dana 
 

 

Pada bagian keluangan selbellum pelncairan dana, relncana anggaran kelbutuhan 

dipelriksa ollelh kelpala urusan keluangan (kaurkelu) Ditrelskrimum Po llda Jawa Telngah. 

Jika relncana anggaran kelbutuhan sudah selsuai delngan kelteltapan aturan, maka akan 

diseltujui dan dilanjutkan delngan pelncairan dana. Jika relncana anggaran kelbutuhan 

bellum selsuai delngan kelteltapan aturan, maka akan dikelmbalikan kelpada satkelr (unit) 

untuk dilakukan pelrbaikan atau relvisi dan sellanjutnya dapat diajukan untuk 

pelmelriksaan kelmbali.
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BAB III  

METODE PENELITIAN 
 

 

3.1 Jenis Penelitian 
 

Jelnis pelnellitian yang pelnulis gunakan dalam pelnellitian ini melrupakan jelnis 

pelnellitian delskriptif delngan cara melndelskripsikan atau melnjellaskan dari data dan 

sumbelr-sumbelr yang tellah dikumpulkan atau dipelrollelh pelnulis. Melnurut Adiputra 

elt al., (2021) pelnellitian delskriptif adalah pelngumpulan data untuk melnguji hipoltelsis 

atau melnjawab pelrtanyaan telntang status telrakhir subjelk pelnellitian. Pelnellitian 

delskriptif melrupakan meltoldel pelnellitian faktual telntang status selkellolmpolk olrang, 

suatu olbjelk, suatu keladaan, sistelm pelmikiran atau pelristiwa dalam saat ini delngan 

intelrpreltasi yang belnar. Dalam pelnellitian ini, pelnulis melnganalisa  pellaksanaan  

anggaran  biaya  pelnyidikan  pada  unit  2  subdit  3 

Ditrelskrimum Pollda Jawa Telngah. 
 

 
 
 
 
 

3.2 Objek Penelitian 
 

Melnurut Pratiwi (2020), olbjelk pelnellitian adalah melnjellaskan telntang apa 

dan atau siapa yang me lnjadi olbjelk pelnellitian, juga dimana dan kapan pelnellitian 

dilakukan. Olbjelk pelnellitian melrupakan ruang lingkup atau hal-hal yang melnjadi 

polkolk pelrsolalan dalam suatu pelnellitian. Dalam analisa ini, olbjelk pelnellitian pelnulis 

adalah te lrkait delngan Kelselsuaian Relalisasi Sistelm Pelrelncanaan Anggaran Biaya 

Pelnyidikan pada Ditrelskrimum Pollda Jawa Telngah.
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3.3 Sumber Data 
 

Sumbelr data adalah selgala info lrmasi yang melmpunyai suatu kelte lrkaitan 

delngan pelnellitian. Dalam pelnellitian ini, pelnulis melnggunakan dua jelnis sumbelr 

data, yaitu : 

 

1.   Data primelr 
 

 

Melnurut Fuadah (2021) data primelr melrupakan sumbelr data yang langsung 

melmbelrikan data kelpada pelngelpul data. Data dikumpulkan langsung di telmpat 

olbjelk pelnellitian. Dalam pelnellitian ini, pelnulis melnggunakan hasil wawancara 

langsung delngan melngajukan pelrtanyaan-pelrtanyaan yang rellelvan kelpada infolrman 

yaitu 3 anggolta pelngellolla anggaran di unit 2 subdit 3 Ditrelskrimum Pollda Jawa 

Telngah telrkait delngan tolpik pelnellitian. 

 

2.   Data selkundelr 
 

 

Melnurut Sugiyolnol (2019) data selkundelr adalah sumbelr data yang tidak 

langsung melmbelrikan data kelpada pelngumpul data, misalnya mellalui olrang lain 

atau mellalui selbuah dolkumeln. dalam pelnellitian ini, pelnulis melnggunakan belrbagai 

litelratur yaitu Pelraturan Kapollri, Pelraturan Pelrundang-undangan, Standar 

Olpelrasiolnal Prolseldur (SOlP), jurnal, welbsitel Selkollah Tinggi Ilmu Kelpollisian, buku 

selrta artikell-artikell yang telrkait delngan tolpik pelnellitian. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 
 

Dalam pelnellitian ini, pelnulis melnggunakan studi kelpustakaan mellalui 

olbselrvasi, wawancara dan dolkumelntasi. 

 

a.   Olbselrvasi 
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Melnurut Djaali (2020) telknik pelngumpulan data delngan olbselrvasi mellalui 

pelngamatan, pelncatatan, dan sistelmatik delngan belrbagai macam felnolmelna yang 

dapat melnjadi selbuah olbjelk pelngamatan atau indikatolr dari variabell pelnellitian. 

Olbselrvasi digunakan untuk me lngamati olbjelk pelnellitian selcara langsung. Pelnulis 

mellakukan o lbselrvasi langsung telrkait relalisasi anggaran pada unit 2 subdit 3 

Ditrelskrimum Pollda Jawa Telngah. 

 

b.   Wawancara 
 

 

Melnurut AA E lffelndy (2020) melnjellaskan bahwa wawancara me lrupakan 

selbuah meltoldel pelngumpulan data apabila pelnelliti ingin mellakukan studi pelnellitian 

untuk melnelmukan pelrmasalahan ataupun infolrmasi yang dapat ditelliti dan untuk 

melngeltahui hal-hal dari narasumbelr lelbih dalam. Pelnulis mellakukan wawancara 

selcara  facel  to l  facel  kelpada  3  anggolta  pelngellolla  anggaran  di  unit  2  subdit  3 

Ditrelskrimum yang melliputi Standar Olpelrasiolnal Prolseldur (SOlP) yang ditelrapkan 

dan pelnjellasan melngelnai pelrelncanaan anggaran biaya pelnyidikan selrta faktolr- 

faktolr yang dapat melnghambat prolsels pelnyidikan kelpollisian dan melncatat hasil 

wawancara delngan melnulis polkolk-polko lk infolrmasi yang tellah didapati. 

 

c.   Dolkumelntasi 

 

Melnurut Sugiyolnol (2019) dolkumelntasi melrupakan catatan pelristiwa pada 

waktu yang lalu, dan  dapat belrbelntuk tulisan, gambar, maupun karya-karya 

molnumelntal dari selselolrang. Selcara seldelrhana meltoldel dolkumelntasi ini dilakukan 

delngan cara melngumpulkan dolkumeln-dolkumeln atau foltol-foltol selrta lampiran yang 

belrguna selbagai infolrmasi dalam pelnellitian ini. Alat yang digunakan pada saat 

dolkumelntasi adalah lapto lp dan handpholnel. Kelgiatan dolkumelntasi dalam pelnellitian
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ini belrtujuan untuk melmpelrollelh data-data melngelnai pelrusahaan selpelrti dolkumeln 

anggaran  relncana kelbutuhan pelnyellidikan tahun 2023 dan do lkumeln anggaran 

relncana kelbutuhan pelnyidikan tahun 2023 dalam belntuk solft filel. 

 
 
 

 

3.5 Metode Analisis Data 
 

Melnurut Bolgdan dalam Hardani, dkk (2020) analisis data adalah selbuah 

prolsels dalam melncari dan melnyusun delngan sistelmatis dari data yang dipelrollelh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya selhingga dapat mudah 

dipahami telmuannya dan dapat diinfolrmasikan untuk olrang lain. 

 

Dalam pelnellitian ini, pelnulis melnggunakan meltoldel pelnellitian delskriptif. 

Melnurut Sugiyolnol (2019) pelnellitian delskriptif melrupakan pelnellitian yang 

dilakukan untuk melngeltahui kelbelradaan nilai variabell mandiri baik satu variabell 

atau lelbih (indelpelndeln) tanpa melmbuat pelrbandingan atau melnghubungkan delngan 

variabell lain.
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

 
 

4.1 Prosedur Anggaran 
 

Standar Olpelrasiolnal Prolseldur (SOlP) anggaran kelpollisian melliputi prolseldur 

selrta peldolman dalam pelngellollaan anggaran. SOlP melrupakan belntuk pelngelndalian 

pelngellollaan anggaran agar dilakukan selcara elfelktif, transparan selrta selsuai delngan 

kelbijakan yang belrlaku. Telrdapat peldolman yang dimulai dari pelrelncanaan anggaran 

biaya pelnyidikan hingga pelncairan anggaran biaya pelnyidikan. Pelngellollaan 

anggaran dalam lingkungan kelpollisian melmuat keltelntuan-keltelntuan, jika telrjadi 

pellanggaran telrhadap prolseldur yang belrlaku yang telrmuat dalam Pelraturan Kapollri 

No lmolr 4 Tahun 2014. Prolseldur pelrelncanaan anggaran pelnyidikan melmiliki 

belbelrapa langkah melliputi : 

 

1.   Idelntifikasi kelbutuhan anggaran 

 
2.   Pelnyusunan relncana anggaran biaya 

 
3.   Pelngajuan anggaran 

 

 

Pelraturan Kapollri melmuat pelnyeldiaan, pelngalolkasian atau pelnyaluran selrta 

pelnggunaan dana melliputi : 

 

-    Pasal 2) : Pelnyeldiaan dana 

 
(1) Anggaran Bellanja Pollri dibelbankan pada Anggaran Pelndapatan dan 

Bellanja Nelgara (APBN) yang dimuat dalam dolkumeln DIPA atau 

dolkumeln anggaran yang dipelrsamakan delngan DIPA. 

-    Pasal 3) : Pelnyaluran Anggaran dan Pelncairan Dana
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(1) Dasar pelncairan anggaran bellanja pelgawai, bellanja barang, bellanja 

moldal dan bellanja lain-lain dalam DIPA atau do lkumeln anggaran 

yang dipelrsamakan delngan DIPA. 

(2) Anggaran yang dialolkasikan dalam DIPA atau do lkumeln anggaran 

yang dipelrsamakan delngan DIPA yang dialamatkan kelpada Kelpala 

Satuan Kelrja (Kasatke lr) sellaku Kuasa Pelngguna Anggaran 

disalurkan ollelh KPPN kel relkelning belndahara pelngelluaran dan atau 

kel relkelning pihak pelnyeldia barang atau jasa yang belrhak 

melnelrimanya selsuai SPM yang ditelrbitkan ollelh Kuasa Pelngguna 

Anggaran. 

-    Pasal 6) : Pelnggunaan anggaran 

 
(1) Anggaran yang diseldiakan mellalui DIPA untuk bellanja pelgawai 

hanya digunakan untuk pelmbayaran bellanja pelgawai dan tidak dapat 

digunakan untuk kelpelrluan lain. 

(2) Belrpeldolman pada DIPA atau dolkumeln yang dipelrsamakan delngan 

DIPA, anggaran bellanja barang, bellanja moldal dan bellanja lain-lain 

selbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) disalurkan dan 

digunakan selsuai Surat Kelputusan Oltolrisasi Pollri. 

 

4.1.1 Pelaksanaan Prosedur Anggaran 
 

Untuk melncapai seltiap kinelrja yang ditargeltkan melmpunyai kolnselkuelnsi 

dalam anggaran. Jika tidak ada kinelrja yang ingin dicapai, maka tidak akan 

melmpelrollelh anggaran. Belrdasarkan pelngamatan pelnulis, pellaksanaan prolseldur
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anggaran yang ditelrapkan di Ditrelskrimum Pollda Jawa Telngah melngacu pada Pagu 

anggaran mellalui Pelrtanggungjawaban Keluangan (Pelrwabkelu), selbagai belrikut : 

 

a.   Olutput Anggaran 
 

 

Pelncapaian olutput dalam melnyusun anggaran adalah kumpulan 

bellanja kelgiatan-kelgiatan yang dapat melnunjang visi, misi, tujuan, sasaran, 

selrta prolgram yang dilaksanakan. 

 

b.   Langkah-Langkah Anggaran 
 

 

Telrdapat langkah-langkah untuk melndapatkan anggaran selbagai 

belrikut : 

 

-    Melmastikan Kelbijakan Prolgram Tahunan 
 

 

Pelrlu adanya pelneltapan kelbijakan prolgram tahunan selcara belrkala 

agar dapat lelbih mudah melngakolmoldasi kelamanan dan melmastikan 

pellaksanaan kelgiatan selrta melneltapkan kelikutselrtaan seltiap unit 

yang telrkait dalam pellaksanaan misi, tujuan dan sasaran kelgiatan. 

 

-    Melnghitung Anggaran O lpelrasiolnal, selbagai be lrikut : 

 
(1) Melngidelntifikasi misi, tujuan, dan sasaran kelgiatan yang 

helndak dicapai 

(2) Melngidelntifikasi        kelgiatan-kelgiatan        yang        akan 

disellelnggarakan 

(3) Melngidelntifikasi unit dalam pellaksanaan kelgiatan stratelgik
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(4) Melngkalkulasi relncana biaya yang dibutuhkan untuk seltiap 

kelgiatan. 

 

Kelgiatan pelnyidikan melmelrlukan prolseldur dalam hal pelnyelrapan anggaran. 

Prolseldurnya selbagai be lrikut : 

 

a.   Anggaran pelnyidikan atau pelnyellidikan selsuai delngan Relncana Kelrja dan 

Anggaran Kelmelntelrian Nelgara/Lelmbaga (RKA-KL) dan pelnyelrapan 

anggaran tim pelnyidik melngajukan relncana pelnyidikan (reln sidik), surat 

pelrintah tugas, relncana kelbutuhan anggaran biaya, dan surat pelrintah 

pelnyidikan 

b. Pelnggunaan  anggaran  pelnyidikan  dipelrtanggungjawabkan  mellalui 

Pelrtanggungjawaban Keluangan (Pelrwabkelu) dan disampaikan kelpada 

Kantolr Pellayanan Pelrbelndaharaan Nelgara (KPPN) 

 

Pelngalo lkasian anggaran dilaksanakan seltellah pelneltapan relncana anggaran 

biaya selsuai delngan idelntifikasi kasus yang akan ditangani ollelh tim pelnyidik. Pada 

tingkat Pollda, kasus yang ditangani hanya dalam katelgolri belrat dan seldang. Dalam 

katelgolri kasus belrat, me lmbutuhkan lelbih banyak sumbelr daya dan waktu selhingga 

melmbutuhkan anggaran biaya yang lelbih banyak. Seldangkan dalam kasus seldang, 

melmelrlukan lelbih seldikit anggaran. 

 

Telntu seltellah adanya pelrelncanaan pelngalolkasian anggaran biaya, dapat 

melngajukan pelncairan dana guna kelpelrluan pelnyidikan. Dalam melngajukan 

pelncairan dana, dolkume ln pelrelncanaan anggaran akan ditinjau dan ditellaah ollelh 

Kelpala Urusan Keluangan (Kaurkelu). Jika dalam pelrelncanaan telrselbut tidak selsuai
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delngan keltelntuan yang belrlaku, maka do lkumeln akan dikelmbalikan pada unit yang 

belrsangkutan untuk dilakukan pelrbaikan. Seltellah itu, diajukan kelmbali untuk 

pelninjauan dan dapat melncairkan dana. 

 

Belrikut  ini  melrupakan  bagan  alur  dari  pelrelncanaan  anggaran  biaya 

pelnyidikan pada Ditrelskrimum Pollda Jawa Telngah :
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Gambar 4 1 1 Alur Perencanaan Anggaran Biaya Penyidikan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

 
 

 

 

4.2 Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Anggaran Biaya 

Penyidikan 
 

Tugas kelpollisian dalam pelngungkapan pelrkara yang telrjadi di masyarakat 

pada kelnyataannya bellum selpelnuhnya melndapatkan anggaran dana yang 

melncukupi. Kelkurangan atau keltelrbatasan dana ini akan melmpelngaruhi kinelrja 

pelnyidik untuk melnangani kelgiatan-kelgiatan pelnelgakan hukum. Hal ini 

melngakibatkan kasus yang dilapolrkan lelbih banyak dibandingkan delngan kasus 

yang dapat ditangani dan telrsellelsaikan, dalam artian telrdapat kasus yang telrhambat 

dan tidak melndapatkan keladilan dalam pelnelgakan hukum. Selbagaimana pelrnyataan 

yang dikelmukakan ollelh Dr. H. M. Elrwan (2015) dalam Jurnal Studi Kelpollisian yang 

melnyatakan bahwa : 

 

“Dalam prolsels pelnyusunan anggaran biaya sudah mellibatkan antar fungsi mellalui 

Musyawarah Pelrelncanaan dan Pelngelmbangan (Musrelnbang). Telrdapat kelgiatan- 

kelgiatan yang tidak telrcukupi dana selpelrti kelgiatan pelnggalangan jaringan (intell). 

Maka akan melmbelrikan implikasi yang belrkelcelndelrungan nelgatif, delngan adanya 

keltidakpelrcayaan pelrsolnell untuk mellaksanakan kelgiatan selsuai delngan targelt. 

Adapun belbelrapa faktolr yang dapat belrpelngaruh dalam pellaksanaan anggaran 

biaya, diantaranya : (1) Pagu anggaran olpelrasiolnal yang tidak relalistis, (2) 

Kolmpeltelnsi pelrsolnell pellaksana, (3) Polla pelnganggaran, (4) Sistelm pelngelndalian 

anggaran belrbasis kinelrja”. 

 

Dalam kelgiatan pelnyidikan, telntu dipelngaruhi olle lh banyak fakto lr selhingga 

kelgiatan dapat telrlaksana selsuai relncana. Belrdasarkan hasil wawancara telrhadap 3 

anggolta pelngellolla anggaran unit 2 subdit 3 Ditrelskrimum, telrdapat belbelrapa faktolr
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yang dapat melnghambat pellaksanaan  anggaran  biaya pelnyidikan diantara lain 

yaitu: 

 

1.   Kelgiatan pelnyidikan bellum didukung data-data yang akurat 
 

 

Kelpollisian dalam melngungkapkan selbuah kasus, pelrlu didukung delngan 

adanya kelselsuaian data yang akurat selhingga pihak kelpollisian melmbutuhkan 

infolrmasi lelbih lelngkap delngan bantuan dari selo lrang infolrman. Jasa infolrman dapat 

melmbelrikan infolrmasi  dan  peltunjuk-peltunjuk  untuk  anggolta kelpollisian  dalam 

melmelcahkan selbuah kasus. Sellain itu, infolrman juga belrpelran untuk me lmantau atau 

melngawasi kelgiatan-kelgiatan yang melncurigakan. Teltapi, idelntitas dari selolrang 

infolrman harus teltap dirahasiakan untuk mellindungi diri me lrelka dari suatu ancaman 

ataupun bahaya yang mungkin dapat telrjadi. Hal itu, pelrlu adanya dana yang cukup 

untuk melnyelwa jasa info lrman selrta jaminan untuk kelsellamatan infolrman supaya 

pelnyidikan dapat be lrjalan lancar dan belrhasil. 

 

Selbagaimana disampaikan ollelh Bintara Administrasi 1 (Bamin 1) : 
 

 

“Pelnyidikan mellibatkan banyak pihak untuk pelngungkapan selbuah kasus, salah 

satunya saksi. Selbagai tim pelnyidik kami mellindungi saksi-saksi yang akan dimintai 

keltelrangan supaya dapat melmbelrikan kelsaksian delngan pelnuh keljujuran dan 

melmbelrikan data-data yang kami butuhkan. Telntu dalam hal ini melmbutuhkan 

selbuah anggaran untuk pelnjaminan pelrlindungan saksi”. 

 

Hal ini dipelrkuat ollelh Bintara Administrasi 2 (Bamin 2) : 
 

 

“Saksi-saksi yang belrsangkutan dalam kasus telrselbut, tidak cukup melmbelrikan 

data-data yang lelngkap kelpada kami. Cara yang kami gunakan delngan melnyelwa
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jasa infolrman. Biasanya kami melnggunakan 2 jasa infolrman agar kami melmiliki 

bukti yang cukup akurat. Jellas saja jasa prolfelsio lnal ini melmbutuhkan biaya yang 

tidak seldikit”. 

 

2.   Jumlah aparat pelnelgak hukum yang dilibatkan tidak elfisieln 
 

 

Jika jumlah aparat pelnelgak hukum yang dilibatkan dalam selbuah kasus 

telrlalu banyak, maka dapat telrjadi pelmbelngkakan pada anggaran. Sellain itu, dapat 

melnyelbabkan kurangnya kololrdinasi, pelmbolrolsan sumbelr daya dan melnyelbabkan 

tumpang tindih tugas antar aparat. Hal yang pelnting untuk melmpunyai melkanismel 

dalam pelngawasan dan elvaluasi yang baik telrhadap kinelrja aparat pelnelgak hukum. 

Delngan adanya melkanismel telrselbut, dapat melncelgah selrta melminimalisir poltelnsi 

akan pelnyalahgunaan welwelnang atau pelmbolrolsan anggaran dalam pelnyidikan. 

Didukung delngan pelrnyataan dari Bintara Administrasi 3 (Bamin 3): 

 

“Pada nyatanya, aparat yang ikut dalam pelngungkapan kasus tidak selmuanya 

belrkololrdinasi delngan baik. Selring telrjadi melrelka para olknum yang melmpunyai 

pangkat lelbih tinggi tidak mellakukan pelkelrjaan yang selharusnya”. 

 

Sellain itu dinyatakan ollelh Bintara Administrasi 1 (Bamin 1), bahwa : 
 

 

“Selring telrjadi melrelka hanya ikut saja, teltapi tidak belrpartisipasi pelnuh dalam 

pelngelmbanan tugas pelnyidikan”. 

 

3.   Kolndisi Gelolgrafis di belbelrapa wilayah yang sulit dijangkau 
 

 

Kasus yang dihadapi pun dari belrbagai pelnjuru daelrah Jawa Telngah. 

Telntunya, kolndisi gelolgrafis pun ikut melnjadi faktolr dalam pelnyidikan dikarelnakan
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adanya jarak telmpuh untuk transpolrtasi yang digunakan saat pelnyidikan dilakukan. 

Kellayakan biaya transpo lrtasi harus diselsuaikan delngan jarak yang ditelmpuh dan 

relalistis selsuai keladaan. Sellain transpolrtasi, telrdapat biaya untuk selwa pelnginapan 

jika pelnyidikan bellum telrlaksana delngan olptimal dalam satu waktu. Untuk wilayah 

yang sulit dijangkau atau melmiliki keltelrbatasan transpolrtasi dan sarana prasarana 

dapat melmelrlukan anggaran biaya yang lelbih belsar. Sellain itu, wilayah kasus yang 

belrbelda-belda juga melmelrlukan stratelgi dan pelndelkatan untuk mellakukan 

pelnyidikan, selhingga dapat melmpelngaruhi alolkasi anggaran. Pelrlu upaya untuk 

melngidelntifikasi kelbutuhan tambahan yang kelmungkinan timbul. Disampaikan 

ollelh Bintara Administrasi 2 (Bamin 2), 

 

“Masalah transpolrtasi ini selpelrti colntolh keltika mellakukan pelnangkapan di wilayah 

pelrairan. Kami harus melnggunakan transpolrtasi air untuk bisa mellakukan 

pelnangkapan telrselbut delngan melnyelwa karelna kami tidak melmiliki alat 

transpolrtasi air”. 

 

Hal ini dipelrkuat ollelh Bintara Administrasi 1 (Bamin 1) yang melnyatakan : 
 

 

“Tidak hanya pada wilayah pelrairan, di darat khususnya pada wilayah pellolsolk 

yang jalannya kurang baik atau rusak parah. Kami pelrlu melnyelwa transpolrtasi 

yang bisa mellelwati jalan telrselbut agar bisa melngelfisielnsi waktu. Teltapi jika 

jalannya bisa dilalui delngan kelndaraan yang kami punya, kami melmelrlukan 

anggaran untuk melngisi bahan bakar yang cukup”. 

 

Sellain itu, Bintara Administrasi 3 (Bamin 3) 

juga melnyatakan bahwa :
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“Saat meldan yang ditelmpuh cukup susah, jarak delngan kantolr cukup jauh, dan 

melmbutuhkan waktu yang cukup lama tidak bisa dilakukan dalam satu waktu, kami 

juga pelrlu melnyelwa pelnginapan untuk telmpat kami belristirahat dan mellanjutkan 

kelgiatan pelnyidikan. Dalam hal ini, anggaran yang dibutuhkan pasti belgitu belsar”. 

 

4.   Pelngadaan Pelnyimpanan Barang Bukti Kurang Melmadai 
 

 

Dalam hal ini, tim pelnyidik juga melmbutuhkan biaya yang tidak seldikit 

untuk melngamankan barang bukti yang cukup belsar. Telmpat untuk melnyimpan 

barang bukti kurang me lmadai, selhingga melmbutuhkan kelte lrseldiaan telmpat yang 

cukup. Sellain itu, melmelrlukan pelnjagaan telrhadap barang bukti untuk 

pelngungkapan kasus yang juga melngelluarkan biaya.   Hal ini dinyatakan ollelh 

Bintara Administrasi 1 (Bamin 1): 

 

“Kami telrbatas dalam ruang pelnyimpanan barang bukti untuk bukti yang 

melmpunyai bo lbolt belsar. Kami tidak melmiliki ruang khusus pelnyimpanan. Karelna 

kami melngantisipasi adanya kelbolcolran bukti, telntu kami akan melnyeldiakan atau 

melnyelwa ruang khusus untuk pelnyimpanan barang bukti yang kami te lmukan. Telntu 

saat melnyelwa, kami juga melmbutuhkan pelnjagaan yang keltat atas hal itu”. 

 

Pelrnyataan te lrselbut juga dipelrkuat ollelh Bintara 

Administrasi 2 (Bamin 2) : 

 

 

“Saat prolsels pelnyidikan selringkali barang bukti telrselbut tidak diselrahkan ollelh 

saksi. Jadi kami harus mellakukan upaya yang elkstra untuk pelngadaan barang 

bukti”. 

 

5.   Kurangnya Idelntifikasi Katelgolri Kasus
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Adanya kelsalahpahaman dalam melngkatelgolrikan kasus, juga melnjadi faktolr 

yang melnghambat biaya untuk pelnyidikan. Selring telrjadi pada kasus seldang, namun 

kelnyataannya biaya yang dikelluarkan untuk kasus telrselbut dalam katelgolri kasus 

belrat. Selbagaimana yang dinyatakan ollelh Bintara Administrasi 3 (Bamin 3) : 

 

“Kasus yang kami tangani juga selring salah melngkatelgolrikan. Kami dibuat cukup 

bingung antara keljadian yang melrupakan katelgolri seldang, seldangkan biaya yang 

dikelluarkan untuk kasus telrselbut dalam katelgolri kasus belrat. Maka dari itu harus 

ada standar atau keltelntuan untuk itu”. 

 

Pelrnyataan itu dipelrkuat ollelh Bintara 

Administrasi  2 (Bamin 2): 

 

 

“Tidak adanya keljellasan yang melngatur katelgolri telrselbut, selhingga kami tim 

pelnyidik dibuat bimbang delngan pelngkatelgolrian kasus yang kelmudian melnjadikan 

pelnumpukan kasus-kasus yang lain yang bellum telrsellelsaikan karelna anggaran 

sudah tidak telrseldia”. 

 
 
 

 

4.3 Analisa Kesesuaian Realisasi Sistem Perencanaan Anggaran Biaya 
Penyidikan 

 

Pada dasarnya tujuan dari pelrelncanaan anggaran biaya pelnyidikan adalah 

untuk melngeltahui pelrkiraan atau elstimasi jumlah kalkulasi biaya yang dibutuhkan 

untuk kelgiatan pelnyidikan. Tanpa adanya anggaran, kelgiatan akan sulit untuk 

dilaksanakan. Maka, pelrelncanaan anggaran biaya itu sangat pelnting untuk 

kellangsungan kelgiatan yang akan dilaksanakan. Melnurut Nurkhollis dan Molh 
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Khusaini (2019), pelrelncanaan anggaran adalah suatu prolsels untuk melnyusun 

relncana  keluangan  yang  melncakup  pelndapatan  dan  pelmbiayaan,  kelmudian 

melngalolkasikan  pada masing-masing  kelgiatan  yang  selsuai  delngan  fungsi  dan 

sasaran yang helndak dicapai. 

 

Pelnelrapan sistelm pelrelncanan anggaran biaya pada Ditrelskrimum Pollda 

Jawa Telngah cukup baik, namun pelrlu adanya pelrbaikan dalam fungsi pelngawasan 

(colntrollling) dan pelngelndalian. Pada fungsi pelngawasan melmpunyai tujuan untuk 

melmantau dan melmastikan kelgiatan belrjalan selsuai delngan prolseldur yang 

diteltapkan, selrta fungsi pelngelndalian melmpunyai tujuan untuk dapat melngelvaluasi 

keltika telrjadi suatu pelnyimpangan saat melmbuat pelrelncanaan anggaran biaya. 

Dalam melnyajikan infolrmasi relvisi sistelm pelrelncanaan tidak hanya delngan simboll 

pada bagian yang salah teltapi delngan melnambahkan catatan yang telrpelrinci agar 

saat prolsels velrifikasi pelrelncanaan anggaran tidak melngulangi kelsalahan yang sama. 

Delngan adanya fungsi pelngawasan, dapat melngatasi tingkat kelelfelktifan dalam 

melnelrapkan prolseldur pelrelncanaan anggaran biaya selrta dapat melningkatkan 

elfisielnsi waktu kinelrja dalam mellaksanakan tugasnya. 

 

Untuk melndukung fungsi pelngawasan juga pelrlu adanya sistelm kololrdinasi. 

Fungsi kololrdinasi belrtujuan untuk melmbelntuk kelsellarasan antar anggolta tim selrta 

dapat melmaksimalkan poltelnsi dari sumbelr daya manusia yang ada. Ko lolrdinasi yang 

sollid dapat melmbantu melmudahkan selbuah tim untuk pelnyellelsaian kasus- kasus 

yang ada. Delngan melmbelrikan pelmahaman, pellatihan dan pelngelmbangan diri 

mellalui melngikuti selminar, wolrksholp atau uji praktik selcara belrkala untuk 

melningkatkan kolmpeltelnsi dan dapat melmpelrkuat kelmampuan selrta ke ltelrampilan  

yang sudah dimiliki. Upaya telrselbut dapat ditelrapkan untuk melngatasi faktolr-fakto lr 

yang melnghambat pellaksanaan anggaran.
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 Belrkaitan delngan belrbagai hambatan dalam kelselsuaian relalisasi anggaran 

pelnyidikan, Ditrelskrimum Pollda Jawa Telngah pelrlu melmpelrbaiki sistelm delngan 

melmanfaatkan kelmajuan telknollolgi guna melmvalidasi data yang dibelrikan para 

saksi. Delngan delmikian, pelngumpulan infolrmasi akan lelbih elfisieln dan  akurat. 

Sellain itu,  Ditrelskrimum Pollda Jawa Telngah juga harus melnguatkan pelnelgakan 

keladilan di dalam olrganisasi delngan melmbelrikan sanksi disiplin untuk olknum aparat 

yang telrbukti tidak melnjalankan tugas dan tanggung jawabnya.Untuk melningkatkan 

kelselsuaian anggaran, pelngajuan  relncana anggaran juga pelrlu diselsuaikan delngan 

kelbutuhan kasus belrdasarkan kolndisi gelolgrafis guna melndukung kellancaran 

pelnyidikan dan dapat dijadikan selbagai bahan pelrtimbangan untuk direlalisasikan. 

Pe lnting juga untuk melnyeldiakan ruangan khusus untuk pelnyimpanan barang bukti 

delngan pelnjagaan yang keltat agar tidak telrjadi kelbolco lran bukti. Telrakhir, 

Ditrelskrimum Pollda Jawa Telngah juga pelrlu melngelvaluasi  kelmbali   standar  atau  

keljellasan  dalam  melngkatelgo lrikan  selbuah kasus yakni antara kasus seldang dan 

kasus belrat agar melmiliki acuan untuk melrelncanakan anggaran selbuah kasus yang 

akan ditangani ollelh tim pelnyidik. Delngan delmikian, diharapkan kelndala-kelndala 

dalam relalisasi relncana anggaran dapat diminimalisir dan pelnyidik dapat 

melningkatkan kinelrjanya belrkaitan delngan tanggung jawab yang selharusnya tanpa 

melngalami kelndala keltelrbatasan dana yang signifikan.
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BAB V 

 PENUTUP 
 

 

5.1 Kesimpulan 
 

Belrdasarkan hasil dari pelngamatan dan pelmbahasan melngelnai Analisa 

Kelselsuaian Relalisasi Sistelm Pelrelncanaan Anggaran Biaya Pelnyidikan dapat ditarik 

kelsimpulan bahwa : 

 

1. Prolseldur  dalam  pelrelncanaan  anggaran  biaya  pelnyidikan  pada 

Ditrelskrimum Pollda Jawa Telngah dikatelgo lrikan sudah cukup baik selbagai 

peldolman pelmbuatan pelrelncanaan anggaran biaya pelnyidikan namun 

belbelrapa kelndala masih di hadapi karelna belbelrapa faktolr melliputi: 

a.   Kelgiatan pelnyidikan bellum didukung delngan data-data yang akurat 

b.   Jumlah aparat pelnelgak hukum yang dilibatkan tidak elfisie ln 

c.   Kolndisi gelolgrafis di belbelrapa wilayah sulit dijangkau 

 
d.   Pelngadaan pelnyimpanan barang bukti yang kurang melmadai 

el.   Kurangnya idelntifikasi katelgolri kasus 

2. Dalam pelrelncanaan anggaran tidak te lrdapat fungsi pelngawasan dan 

pelngelndalian, hal telrselbut dapat melnyelbabkan kurangnya pelmantauan dan 

elvaluasi selcara belrkala agar tidak telrjadi pelnyimpangan fungsi. 

 

3.   Kololrdinasi yang sollid dapat melmbelntuk tim yang siap untuk melngatasi 

kasus  yang  ada dan  me lmaksimalkan poltelnsi-po ltelnsi  dari  sumbelr  daya 

manusia yang sudah dimiliki.
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4. Pelningkatan kapabilitas aparat dipe lrlukan  mellalui pellatihan dan 

pelngelmbangan diri mellalui melngikuti selminar, wolrksholp atau uji praktik 

selcara belrkala untuk  melningkatkan  kolmpeltelnsi  dan  dapat  melmpelrkuat 

kelmampuan selrta keltelrampilan yang sudah dimiliki telrkait pelrelncanaan 

anggaran yang elfelktif dan elfisie ln. 

 

5.2 Keterbatasan 
 

Sellama  prolsels  melngamati  saat  magang  di  Ditrelskrimum  Pollda  Jawa 

 
Telngah, pelnulis melndapati belbelrapa kelte lrbatasan selbagai be lrikut : 

 

 

1.   Telrdapat batasan pelnggunaan gadgelt pada ruangan Ditrelskrimum yang 

belrsifat rahasia selhingga infolrmasi tidak telrselrap delngan o lptimal 

 

2. Pelnulis tidak bisa melnyaksikan langsung bagaimana prolsels elvaluasi 

pelrelncanaan anggaran 

 

5.3 Saran 
 

Belrdasarkan hasil kelsimpulan diatas, maka saran yang dapat pelnulis belrikan 

telrkait pelnggunaan anggaran, selbagai be lrikut : 

 

1. Pelnggunaan telknollolgi dalam melmvalidasi data agar infolrmasi yang dibelrikan 

lelbih akurat. 

2.   Melnambahkan fungsi pelngawasan dan pelngelndalian agar dapat melmantau 

kelgiatan dan melngelvaluasi selcara belrkala untuk melwujudkan telrcapainya 

keltelpatan dalam tujuan yang diteltapkan.
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3.   Melnambahkan sumbelr daya manusia yang selsuai delngan bidang anggaran 

agar melmpunyai manajelmeln pelrelncanaan anggaran biaya pelnyidikan yang 

lelbih baik. 

 

4. Melngadakan pellatihan supaya lelbih olptimal dalam melnggunakan 

keltelrampilan atau poltelnsi yang dimiliki anggolta Ditrelskrimum Pollda Jawa 

Telngah.
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